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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN
BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi dokumen pengadaan
serta Rancangan Kontrak untuk Pengadaan Barang di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu adanya
standar dokumen pengadaan yang dapat dijadikan
pedoman dalam proses pengadaan barang di
lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan
Untuk Pengadaan Barang di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara
RI Tahun 2010 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010
(Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92
Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun
2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi
Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen
Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.
81 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun
2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi
Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen
Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun
2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun
2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan;

2. Menteri adalah Menteri Perhubungan;

3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi
yang telah mendapatkan persetujuan kode satuan kerja sementara
dari Menteri Keuangan;

5. Pengadaan Barang Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang adalah kegiatan untuk memperoleh Barang,
termasuk jasa-jasanya (apabila ada) oleh Kementerian yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang;
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6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian;

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk
menggunakan APBN;

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa;

9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa;

10. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara
PPK dengan Penyedia Barang/Jasa;

11. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi
tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang
didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp.
100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri
atau melekat pada unit yang sudah ada.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini untuk dapat dijadikan
sebagai Pedoman dan Standar Dalam Penyusunan Dokumen Pengadaan
Untuk Pengadaan Barang di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini, dibatasi untuk
Pengadaan Barang melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas dan
pelelangan sederhana, yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
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BAB IV

PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG

Pasal 4

(1) Kelompok Kerja ULP menyusun dan menetapkan metode pemilihan
Penyedia Barang.

(2) Pemilihan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui :

a. Pelelangan Umum;

b. Pelelangan Terbatas; dan

c. Pelelangan Sederhana.

(3) Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode pelelangan Umum.

(4) Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang tidak
kompleks dan bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah).

(5) Pelelangan terbatas dapat digunakan untuk pengadaan dengan
jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan
pekerjaan kompleks.

BAB V

PENETAPAN METODE PEMASUKAN

DOKUMEN PENAWARAN

Pasal 5

(1) Kelompok Kerja ULP menyusun dan menetapkan metode pemasukan
Dokumen Penawaran.

(2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:

a. metode satu sampul;

b. metode dua sampul; atau

c. metode dua tahap.

(3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang yang
sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan
memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang
telah ditetapkan Pemerintah; atau

b. Pengadaan Barang yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat
dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.


